BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2007 tentang Perkeretapiaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004
tentang Garis Sempadan tentang larangan membangun rumah tinggal
di dekat rel kereta api. Menurut teori keadilan, legislatif membuat
undang-undang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dalam hal ini,
pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia menyepakati ketentuan yang
memperbolehkan bangunan tempat tinggal didirikan minimal enam
hingga sembilan meter dari batas rel kereta api yang berada di atas
tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Dalam hal ini teori kemanfaatan
menjelaskan bahwa hukum harus menjamin kepastian hukum dalam
pergaulan manusia agar tercipta kemanfaatan hukum, yang sebesar-
besarnya manfaat dan keuntungan bagi kesejahteraan rakyat dan
terhindar dari keadaan bahaya yang dapat ditimbulkan dari
pengoperasian kereta api.
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2. Upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam
melakukan pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap
bangunan atau tumbuhan yang dinilai dapat membahayakan
keselamatan kereta api. Petugas penilik jalur akan melakukan
pengawasan pada setiap petak 1 (satu) stasiun ke stasiun yang lain
dengan berjalan kaki dengan jarak 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh)
kilometer. Apabila terdapat potensi yang membahayakan keselamatan
pengoperasian kereta api maka petugas penilik jalan akan melaporkan
hal tersebut kepada pihak manajemen PT Kereta Api Indonesia. Teori
keadilan dalam hal ini dimana ketika Pemerintah Daerah beserta PT
Kereta Api Indonesia dalam menegakkan hukum tentang pembatasan
pembangunan bangunan tempat tinggal di sepanjang rel kereta api,
yang berujung pada penguasaan bangunan tempat tinggal dan penataan
kembali kesenjangan sosial ekonomi yang ada untuk menguntungkan
kedua belah pihak masyarakat yang terkena dampak atas penertiban
tersebut. Kemanfaatan hukum yang akan tercipta dari penegakkan
ketentuan hukum tersebut adalah terhindarnya masayarakat yang
memiliki bangunan tempat tinggal di sempadan rel kereta api ketika
terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan

masyarakat itu sendiri.



B. Saran
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Dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran:

Bagi Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia

Pembangunan bangunan tempat tinggal masih banyak ditemukan pada
kawasan yang seharusnya tidak dipergunakan untuk permukimanan
olen karena itu diperlukan pengawasan secara optimal dan
memerlukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang
terkait dalam penertiban permukiman illegal.

Bagi Masyarakat

Kesadaran untuk bermukim pada kawasan yang sesuai untuk
permukimam dan menghindari bahaya yang ditimbulkan dari
permukiman illegal yang berada pada kawasan yang berpotensi dapat

menimbulkan bahaya.
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